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Mengingat

QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 28 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI BIREUEN,

a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan
berhasil guna, dipandang perlu menata kembali dan menetapkan Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Birsuen;

b, bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor & Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 189,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Momor 44 Tahun 1939 tentang  Penyelenggarazn

Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893)

1

3. Undang

..................
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. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen
dan Kabupaten Simeulue (Lembaran ‘Negara Tahun 2000 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4134);

. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437);

. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dagerah, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004);
. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan

Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375)

)

10. Peraturan ...............
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah QOtonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4014);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan
Lembaran negara Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BIREUEN.

...........................
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KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daereh Kabupaten

Bireuen;

2. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan;

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah otonom
yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah:

4. Bupati adalah Bupati Bireuen;

5. Sekretariat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretariat Daerah adalah
Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen:

6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/ Lembaga pada Pemerintah Daerah
yang bertanggung jawab kepada Bupali dan membantu Bupati dalam
menyelenggarakan Pemerintahan yaitu terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas-
dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan yang

Organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah.

........................
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BAE I
ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

Sekretariat Daerah merupekan unsur Stef Pemerintah Dasrah yang dipimpin deh

Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertengqung jawab kepada Bupati

Pasal 3

Sekretariat Daersh mempunyzi tugas dan kewajiban membanty Bupati dzlzm

menyusun kebijakan dan mengkoordinasiran Dinas Dasrah dan Lembaga Teknis
Daereh.

Pasal 4
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 2

Sekretariat Daerah mempunyai fungsi ;

a. pengkoordinasian perumusan kebiizkan Pemerinta n Daeran;
b. penyelenggaraan administrasi Pemerintzhan:
C. pengroordinasian kegiatan Perangkat Dagran

Galam rangka penyelenggaraan
tugas umum Pemerintahan;

d. pengelolaan sumber daya aparatur, Yeuznoan

pemerintah Daerzh;

€. pengembangan
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€. pengembangan dan pelaksanaan pola kerjasama antar Daerah dan atau
pihak ketiga;

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupali sesuai dengan tugas
dan fungsi.

Pasal §

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat

Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut

a. pengkoordinasian staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh
Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan:
pembinaan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam
arti mengumpulkan dan menganalisis data,merumuskan program dan
petunjuk teknis serta  memantau perfkembangan  penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;

C. pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan

petayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Daerah:
d. pengkoordinasian  perumusan  Peraturan

Perundang-undangan yang
menyangkut tugas pokok Pemerintah Dagrah:

@®

pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga,

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari .
a. Asisten Sekretariat Daerah:

b. Bagian;

------------------------
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Sub Bagien;

a

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

joV]

. Asisten Sekretariat Daerah terdiri dari :
1. Asisten Tata Praja (Asisten |);
2. Asisten Ekonomi Pembangunan {Asisten II);

3. Asisten Administrasi (Asisten I11).

o

Bagian terdiri dari:

1. Bagian Pemerintahan;

Bagian Organisasi;

Bagian Hukum;

Bagian Ekonomi;

Bagian Pembangunan;

Bagian Kesejahteraan Sosial;
Bagian Pemberdayaan Perempuan;

Bagian Kepegawaian:

© o N O W N

Bagian Keuangan;
10. Bagian Hubungan Masyarakat;

11. Bagian Umum dan Periengkapan.

Pasal 8

(1) Rincian Uraian tugas Jabatan Asisten, Bagian dan Sub. Bagian sebagaimana

tersebut pada Pasal 7, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(2) Kelompok ....ccovovennn.
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(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya.

(3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Paragraf 1
Asisten Tata Praja

Pasal 9

Asisten Tata Praja berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,

Pasal 10

Asisten Tata Praja mempunyai tugas melakukan pembinaan penyelenggaraan

Pemerintahan  dan mengkoordinasikan perumusan  Peraturan  Perundang-
undangan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Asisten tata
Praja mempunyai fungsi -

a. perumusan bahan kebijakan penyusunan pregram dan petunjuk teknis serta
memantau penyelenggaraan pemerintahan:

b. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan:

C. penyusunan bahan kebijakan dan pengkoordinasian perumusan Peratauran
Perundang-undangan.
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Pasal 12
(1) Asisten Tata Praja terdiri dari ;
a. " Bagian Pemerintahan:
b. Bagian Organisasi:
. Bagian Hukum.

(2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud

an ;b 4 =
sud pada ayat (1) dipimpin o'zh

seorang kepala Bagian yang berada dibawah dan bartana

rtangaung jawab kepada
Asisten Tata Praja sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Pemerintahan
Pasal 13
Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan grogram dan
petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintshan umum, ketertiban

perangkat Daerah dan pemerintahan Desa.

Pasal 14
Untuk melaksanakan tugas sebagaimane dimaksud padz Pasal 13 Sagian
Pemerintahan mempunyai fungsi
a. pengumpulan bshan pembinaan koordinasi intansi verikal  gzlam

menyelenggarakan Pemerintahan dan penyusunan rencana progrem seriz

fx

petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik Pemerintzhan:

b. pengumpulan bahan dan menganalisa data serta memberikan perimb

dalam rangka pembinaan perangkat Daerah:
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C. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
pemeriniahan Desa;

d. pengumpulan bahan dan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis
pembinaan ketertiban.

Pasal 15

(1) Bagian Pemerintahan terdiri dari :

1. Sub Bagian Perangkat Daerah dan Otonomi Daerah;
2. Sub Bagian Ketertiban;

3. Sub Bagian Pemerintahan Desa.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung

jaweab kepada Kepala Bagian Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Sub Bagian Perangkat Daerah dan Otcnomi Daerah mempunyai tugas
mengumpulkan dan mengelola bahan pembinaan, pencalonan, pengusulan,

pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Daerah dan pelaksanaan

Otonomi Daeranh.

(2) Sub Bagian Ketertiban mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan

pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketertiban penyelenggaraan
pemerintahan dan Polisi Pamong Praja.

1Y O
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\~ (3) Sub Bagian Pemerintehan Desa mempunyai tugas mengumpulkan bahan
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan  DesalKelurahan, pengembangan  Desa/Kelurahan  dan
Lembaga Desa/Kelurahan.

Bagian Organisasi
Pasal 17

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan
petunjuk Teknis Pembinaan Kelembagaan, Ketalaksanaan dan Anforjab,
Pembinaan Perpustakaan serta Pengolahan Data Elektronik.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bagian
Organisasi mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan bahan pembinaan dan
penataan kelembagaan,

b. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja metode kerja dan prosedur kerja;

¢. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
perpustakaan dan pengolahan data elektronik.

Pasal 19

(1) Bagian Organisesi terdiri dari :
a. Sub Bagian Kelembagaan:

b. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Anforjab;
CE\ Sub Bagian Perpustakaan dan Pengolahan Data Elektronik.
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(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bagian Organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pembentukan dan

penataan struktur organisasi perangkat Daerah.

(2) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Anforjab mempunyai tugas mengumpulkan
bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan panataan sistem, metode

dan prosedur kerja serta pendayagunaan aparatur Negara.

(3) Sub Bagian Perpustekaan dan Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas
melakukan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian
dan pemberdayaan bahan pustaka serta bahan/data, mengolah, menganalisis
dan menyajikan data elektronik.

Bagian Hukum

Pasal 21

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan
perumusan Perundang-undangan, telaahan hukum, memberikan bantuan dan

penyuluhan hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan progduk-prduk
hukum.

’
\
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Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Bagian

Hukum mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian bahan koordinasi pembinaan hukum, perumusan ganun
dan Keputusan Bupati;

b. pelaksanaan penelashan dan pengevaluasian pelaksanaan peraturan
Perundang-undangan dan menyiapkan rancangan qanun serta Keputusan
Bupati;

C. penyiapan bahan perfimbangan rancangan ganun dan bantuan hukum
kepada semua unsur Pemerintah Daerah atasmasalah hukum yang timbul
dalam pelaksanaan tugas;

d. penghimpunan Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaan publikasi

Produk Hukum dan Dokumentasi Hukum.

Pasal 23

(1) Bagian Hukum terdiri dari :
a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
b. Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum:
. Sub Bagian Dokumentasi Hukum
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bagian Hukum sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24
(1) Sub  Bagian  Peraturan  Perundang-undangan mempunyal  fugas
mengkoordinasikan perumusan Rancangan Qanun/Peraturan Perundang-

undangan, menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya.
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(2) Sub Bagian Banwan dan Penyuluhen Hukum mempunyai 1gas
mengumpulkan bahan dalam penyelesaian masalah hukum dan pelayanan

bantuan serta penyuluhan hukum.

(3) Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan dokumentasi
dan publikasi produk-produk hukum, menerbitkan lembaran daeran serta

mengatur penyebaran dokumentasi hukum.

Paragraf 2
Asisten Ekonomi Pembangunan

Pasal 25

Asisten Ekonomi Pembangunan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26

Asisten Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
pedoman dan petunjuk tekris pembinaan pembangunan, perekonomian Daeran

dan pembinaan sosial.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Asisten

Ekonomi Pembangunan mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan
pembangunan Daerah, pembangunan antar daerah dan antar sektor,

pemberian bantuan dan pelayanan sosial;

b. pengkoordinasian ......
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b. pengkoordinasian penyusunan dan pelunjur tennis pemiingan $3EN5

perekonomian dzn peningkatan produksi,

Paszl 22

(1) Asisten Ekonomi Pembzngunan terdiri dari:
a. Bagian Ekonomi;

b. Bagian Pembangunan:

o

Bagian Kesejanterazn Sosial,

_Q_

Bagian Pemberdayzan Perempusn.

(2) Masing-masing Bagian sebagzimanz dimavsud padz zyzt (1), digimpn o

soorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanagung i2was kepzdiz

Bagizn Exonomi
Pasal 28

Bagian Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan dan menghoordinasiven
penyusunan pedoman dan petunjuk tekni
perkembangan dibidang sarana perekonomian dan peningkaizn oroduysi senz

kerjasama luar negeri dan investasi.

Pasal 30

Untuk menyelenggaraken tugas sebagaimana dimaksud pada pasz! 29 Bagizn
Ekonomi mempunyai fungsi:

a. penyiapan behan pembinaan peningkatzn sarana perekonomian;

b. penyiapan bahan pembinaan bidang Pertanizn, Xehutznzn, Pervebunzn,

industri perdagangan, peningkatan produksi, Pertambangan dan energi;
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pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan

pengumpulan bhahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemhinaan
dibidang kerjasama luar negeri dan investasi;

pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
dibidang fasilitas pembiayaan dan perkemhangan parekonomian rakyat;

nengkoordinasian dan perlindungan konsumen

Pagal 21
Bagian Ekanomi terdiri dari
1. Sub Bagian Prasarana Perekanomian;
2. Sub Bagian Produksi Daerah
3. Sub Bagian Keriasama Luar Negeri dan Investasi.

(2} Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada avat (1), dinimpin

oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dihawah dan bertanggung
K

iawa

[y
X
D
gl
)
(2
O

Sub Bagian Prasarana Perekonamian mempunyal tugas menyiankan hahan

penyusunan - program - dalam  rangka peningkatan  pembinaan  serta

pengendalian terhadap usaha-usaha Koperasi dan Perusahaan Daerah,

......................
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(2) Sub Bagian Produksi Daersh mempunyai tugas menyiapkan bahan

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan produksi dan hasil

produksi dibidang pertanian, peternakan, perikanan,perkebunan  dan

kehutanan.

(3) Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri dan Investasi mempunyai tugas
mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan,
penyusunan rencana Pemerintah Daerah dibidang kerjasama hubungan luar

negeri dan investasi.
Bagian Pembangunan
Pasal 33

Bagian Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan petunjuk
teknis pembinaan dibidang pengendalian administrasi pembangunan yang

dibiayai APBD, bantuan Pembangunan dan dana Pembangunan fainnya.

Pasal 34
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Bagian

Pembangunan mempunyai fungsi :

a. pengumpulan bahan koordinasi dan penyusunan program tahunan

pembangunan Daerah;
b. pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai APBD,

Bantuan Pembangunan dan Dana Pembangunan fainnya;
c. pengumpulan bahan dan pengadministrasian program bantuan Pembangunan

dari Provinsi, Pusat dan bantuan Pihak Ketiga;

d. penyelenggaraan ......
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d. penyelenggaraan analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;

e. pelaksanaan koordinasi pemberian Perizinan Mendirikan Bangunan.

Pasal 35

(1) Bagian Pembangunan terdiri dari :
1. Sub Bagian Program Kerje;
2. Sub Bagian Pengendalian;

3. Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi.

(2) Masing-masing Sub bagian sebagaimana dimasuk pada ayat (1), dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bagian Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

(1) Sub Bagian Program Kerja mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan
mengkoordinasikan  penyusunan  program  pembangunan Daerah  dan

melakukan administrasi bantuan Pembangunan Daerah lainnya.

{2) Sub Bagian Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian pelaksanaan

pembangunan Daerah yang dibiayai oleh APBD, Inpres, Sektor Departemen
Dalam Negeri dan Dana Pembangunan Daerah lainnya.

(3) Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan

penyusunan laporan secara sistematis dan kronologis terhadap realisasi
Pembangunan.

.....................
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Bagian Kesejahteraan Sosial
Pasal 37
Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan  dan
mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk tek_nis pembinaan serta

memantau pemberian bantuan dan perkembangan kegiatan pelayanan sosial.

Pasal 38
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, bagian

Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
a. pengumpulan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan

dibidang kesejahteraan rakyat dan fakir miskin;
b. pengkoordinasian dan memantau pelaksanaan pemberian bantuan dibidang

pelayanan dan bantuan sosial;

C. pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan saran dan
pertimbangan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat;

d. pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan  bahan
pengkoordinasian penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan dibidang
agama dan sosial budaya;

e. pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan  bahan
pengkoordinasian, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan

dibidang pendidikan generasi muda dan olah raga.

Pasal 39
(1) Bagian Kesejahteraan Sosial terdiri dari -
1. Sub Bagian Agama:
2. Sub Bagian Kesejahteraan dan Bantuan Sosial:

3. Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga.
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: t (1), dipimpin
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagimana dimaksud pada ZYE; ; e)rtanggung
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah da

' [ an bidang
jawab kepada Kepala Bagian Kesejateraan Sosial sesuai deng
tugasnya.

Pasal 40

usunan

(1) Sub Bagian Agama mempunyai tugas mengumpulkan bahan peny B
program dan petunjuk teknis pembinaan dibidang Agama termas

- na
Musabagah Tilawatil Qu'an (MTQ) dan Urusan Haji, pengembangan sara

peribadatan dan pendidikan serta lembaga-lembaga keagamaan.

(2) Sub Bagian Kesejahteraan dan Bantuan Sosial mempunyai tugas

mengumpulkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan dibidang
kesejahteraan dan bantuan sosial,

(3) Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas mengumpulkan bahan

dalam rangka penyusunan petunjuk pembinaan dan pengembangan kegiatan

kepemudaan, sarana sertz lembaga olah raga dan organisasi kepemudaan
lainnya.

Bagian Pemberdayaan Perempuan

Pasal 41

Bagian Pemberdayaan Perempuan mempunyal tugas melak

pedoman dan petunjuk teknis p

ukan penyusunan
NS pembinaan dibidang

perlindungan Anak dan Remaja

pemberdayaan perempuan dan
ja, Kesetaraan Gender dan peningkatan kualitas

hidup Perempuan.
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Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, Bagian

Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

a.

Perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknik pembinaan dan
pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan;

PeNyusunan program kegiatan Pemberdayaan Perempuan serta membina
dan meningkatkan fungsi organisasi perempuan pengarusutamaan Gender
dan peningkatan kualitas Perempuan serta perlindungan Anak dan Remaja;
pelaksanaan koordinas; dengan Dinas/Lembaga dalam penyusunan program
yang responsif Gender.

Pasal 43

(1) Bagian Pemberdayaan Perempuan terdiri dari -

1. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Remaja;
2. Sub Bagian Kesetaraan Gender;

3. Sub Bagian Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan,

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksyg dalam ayat (1), dipimpin

1)

oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung

Jjawab kepada Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan sesuai

dengan
bidang tugasnya.

Pasal 44

Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Perlingdungan Anak dan Remaja
mempunyai tugas mencari dan mengolah data sertg informasi  yang

berhubungan dengan bidang Pemberdayaan dan partisipasi serta peran akiif
masyarakat, organisasi Perempuan dan anak remaja.

----------------------
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(2)

Sub Bagian Kesetaraan Gender mempunyai tugas mengumpulkan,
menghimpun  dan mengolah data serta mensosialisasikan pemahaman
tentang kesadaran Gender dan kesejahteraan yang tidak Bias Gender,

(3) Sub Bagian Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas
mengolah  dan menganalisa data serta menyusun bahan kebijakan
Peningkatan kualitas hidup perempuan.

Paragraf 3
Asisten Administrasi

Pasal 45

Asisten Administrasi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 46

Asisten Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan petunjuk

teknis pembinaan Kepegawaian, Keuangan, Hubungan Masyarakat, Umum dan
Perlengkapan.

Pasal 47

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, Asisten

Administrasi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan
Kepegawaian, serta Tata Usaha Kepegawaian:

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan Program anggaran dan pengelolaan

admnistrasi Keuangan;

C. pelaksanaan ............
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C. pelaksanaan koordinasi hubungan masyarakat dan hubungan antar Lembaga;

d." pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga serta perlengkapan.

Pasal 48
(1) Asisten Administras; terdiri dari
1. Bagian Kepegawaian:
2. Bagian Keuangan;
3. Bagian Hubungan Masyarakat;
4

. Bagian Umum dan Perlengkapan,

(2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin cleh
seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Asisten Administrasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kepegawaian
Pasal 49

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi
Kepegawaian, penyusunan program dan petunjuk pembinaan pengembangan
Kepegawaian serta melaksanakan Mutasi Pegawai dan tata Usaha Kepegawaian
serta melaksanakan program dibidang pendidikan dan pelatihan kepegawaiarn.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, Bagian
Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. pengumpulan dan pengolahan data serta mempersiapkan  Peraturan
Perundang-undangan dibidang Kepegawaian: ’

b. Pengumpulan ............

Scanned by CamScanner



24

PENGUMPUlan bahan pelaksanaan ujian Dinas dan pemberian penghargaan
dan tanda jasa;

PengUMpulan dan pengolahan data serta menyiapkan penyusunan program
dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan karir Pegawai;

Pelaksanaan dan pengolahan mutasi dan tata usaha Kepegavwaian;

PENgumpulan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai.

Pasal 51
(1) Bagian Kepegawaian terdiri dari -
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Mutas; Pegawai;

3. Sub Bagian Perencanaan dan Diklat Pegawai.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung

Jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 52

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan
kedudukan hukum Pegawai dan menghimpun Peraturan Perundang-
undangan Kepegawaian serta penyelesaian administrasi Pemberhentian dan

Pensiunan Pegawai.
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(2)

Sub Bagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan Mutasi
Kepegawaian, Pengangkatan Pegawai, Kenaikan Pangkal, Kenaikan Gaji
Berkala, Perpindahan Wilayah Kerja dan Antar Instansi, Cuti, pengangkatan
kembali, Penggantian Nama, Permintaan Izin menjadi Anggota Parpol dan
Mutasi Kepegawaian lainnya,

(3) Sub  Bagian Perencanaan dan Diklat Pegawai mempunyai ugas
Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka mengindentifikasikan jumlah
Pegawai yang dibutuhkan, penerimaan Pegawai, pemberian penghargaan

tanda jasa, pembinaan mental pegawai pendidikan dan pelatihan pegawai.

Bagian Keuangan
Pasal 53

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan
Penyusunan Program, Perubahan Dan Penghitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah serta Pembinaan Administrasi Keuangan.

Pasal 54
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 53, Bagian
Keuangan mempunyai fungsi :

a. pengumpulan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. pengelolaan administrasi Keuangan Daerah:

C. pengujian
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PEngulian kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Perintan Membayar

Uang (SPMU) dan mengadakan pemeriksaan Keuangan serta membina
Perbendaharaan;

PENgUMpulan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan administrasi
Keuangan,

Pasal 55

(1) Bagian Keuangan terdiri dari -
1. Sub Bagian Anggaran;
2. Sub Bagian Pembukuan:
3. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 56

(1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan
rencana dan perubahan APBD, petunjuk teknis pelaksanaan APBD serta
menyiapkan dan menyusun nota Keuangan yang akan disampaikan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

(2) Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas melakukan pembukuan secara
sistimatis dan kronologis serta menyiapkan bahan penyusunan perhitungan
anggaran dan pemeriksaan/peneiitian terhadap realisasi anggaran langsung

dan tidak langsung.
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(3) Sub  Bagian Perbendaharaan den Verifikasi Gaji mempunyal &S
menerbitkan SPMyY, menguiji kebenaran penagihan, membina ketatausahaan

Keuangan, penyelesaian masalah Perbendaharaan dan Verifikasi

Bagian Hubungan Masyarakat
Pasal 57

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas meiaksanakan pembinaan

Hubungan Kemasyarakatan quna memperjelas kebijakan pimpinan Pemerintah
Daerah.

Pasai 58

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 57, Bagian

Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan

dan pelaksanaan Hubungan Masyarakat;
pelaksanaan hubungan antar Pemerintah Daerah dengan masyarakal umum

dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan dan kegiatan
Pemerintah Daerah:

pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi serta mendistribusi bahan-bahan
penerbitan.

Pasal 39
(1) Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari ;
1. Sub Bagian Pemberitaan, Komunikasi dan Dokumentasi;
2. Sub Bagian Promosi dan Pengumpulan Informasi:
3. Sub Bagian Protokaler.
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(2)

{ 1 . . 1 .n
Masing-masing Sup Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimp!
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung

Jawab kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat sesuai dengan bidang
tugasnya,

Pasal 60
(1) Sub Bagian Pemberitagn mempunyai tugas melakukan pembefitaan baik
melalui  Media Cetak maupun Elektronik guna memperjelas kebijakan
Pimpinan Dagrah sena mendistribusikan bahan-bahan penerbitan  dan
mengumpulkan bahan dokumentasi pada produk-produk Hukum publikasi dan

komunikasi dalam memperlancar pelayanan kepada masyarakat;

(2) Sub Bagian Promosi dan Pengumpulan Informasi mempunyai  tugas
menyiapkan dan merumuskan bahan untuk promosi Daerah dalam kegiatan
pembangunan di Daerah serta melakukan pengumpulan informasi baik pada

Media Cetak maupun Elektronik guna memperoleh masukan-masukan bagi
Pemerintah Daerah.

(3) Sub Bagian Protokoler mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan urusan

Protokoler, menerima tamu-tamu Daerah, Tamu-tamu Negara serta
Perwakilan Negara-negara Sahabat,

Bagian Umumdan Perlengkapan

Pasal 61

Bagian Umum den-Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan
ketatausahaan, urusan rumah tangga, perjalanan Oinas, kearsipan serta

melaksanakan —penyusunan program  kebutuhan  perbekalan, pengelolaan
perlengkapan.

........................
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Pasal 62

Unty ‘
K menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 61, Bagian

a.

b.
C.
d.

e .
Pelaksanaan kegiatan tatg usaha Pimpinan dan Keuangan Setda,
Pelaksanaan Pembinaan kearsipan;

Pembinaan yrysan rumah tangga;

Pelaksanaan yrysan keamanan dalam, terhadap personil, materil dan
informasi:

o

pelaksanaan urusan perjalanan Dinas.

Pasal 63
(1) Bagian Umum dan-Rerlengkapan terdir dari

1. Sub Bagian TU Pimpinan dan Keuangan Setda
2. Sub Bagian Rumah Tangga;

3. Sub Bagian Perlengkapan;-Sandi dan Telekomunikasi.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 64

(1) Sub Bagian TU Pimpinan dan Keuangan Setda, mempunyai tugas melakukan

urusan fata usaha pimpinan dan tata usaha umum, mengendalikan dan

membina kearsipan serta melakukan tata usaha keuangan Setda.
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(2) Sub Bag; _ qan rumah
Bagian Ruman Tangga mempunyai tugas melakukan urusan I\

tanas , s ' ) BYRL T NAS,

=90 yang meliputi pelayanan angkutan dan perawatan kendaraan Din

Akomodasi gg : aborsihan Kantor
FOGASHdan ruangan rumah jabatan serta memelihara kebersihan K

dan angan.

“\ Q N \ ) . a £ S
\}Sub- Bagian Perlengkapan, Sandi dan Telekomunikasi mempunya wga

melakukan urusan perlengkapan, mulu perbekalan - metakukan tender,

pembehan:-‘L‘engadaa_g__ggna pengeluaran perhekalan-—dan- mengatur
pendistﬁbusian, melakukan pengiiman  dan  penaamaan berta  sandi

telekomunikasi serta pemeliharaan alat-alat sandi.

BAB Il

KEPEGAWAIAN

Pasal 65
(1) Sekretaris Daerah Eselon lla.

(2) Asisten Sekretariat Daerah Eselon ILb.
(3) Kepala Bagian Eselon |ll.a.

(4) Kepala Sub Bagian Eselon IV.a.

Pasal 66

(1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati

sesual dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

a. Bupati menyampaikan Calon Sekretaris Davrah kepada Pimpinan DPRD
untuk minta persetujuan;

b. Pimpinan

..................
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P‘ ‘ 1 inan
MPinan  DPRD memberikan usulan tersebut dalam apat pimping

DPRD dan tidak meneruskan pembahasannya pada Fraksi atau fnggota
OPRD:

Pimpinan DPRD memberikan persetujuan atau tidak menyetujui usulan

Bupati berdasarkan keabsahan administrasi Calon Sekretaris Daerah

selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

Jika dalam wakty 30 (tiga puluh) hari sebagaimana gimaksud pada huruf €

tidak ada persetujuan, maka usulan Bupati tersebut dignggap disetuju,

¢ i jukan
Atas penolakan sebagaimana tersebut pada huruf C, Bupati mengaj

calon lain dari PNS yang memenuhi syarat;

P iukan celon
f.  Pimpinan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengajuka

alternatif.

0 ianaka ian
(2) Pejabat Eselon ILb dan lll.a dilingkungan Sekretariat Daerah diangkat Gaf

diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daeraf;

i iang} ian

(3) Pejabat Eselon [V.a dilingkungan Sekretariat Daerah  diangxatl C
i {as pe ' oleh

diberhentikan oleh Sekretaris Daerah aias pei impahan kewenangan 0

Bupati.

Pasal 67

. " NP
Dilingkungan Sekretariat Daerah dapat ditempatkan Pegawai Neger Sipil dala
jabatan fungsional sesuai dengan kebuluhan sertz kemampuan Daerah,

m te Peraturan
berdasarkan analisis  jabatan dengan mempedomani kelentuan a

Perundang-undangan yang berlaku.

J
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BAB IV
TATAKERJA

Pasal 68

Dalam melaksanaknn ug

" | asnya Sekrelaris Dacrah, Asisten Sekretatis Daerah,
¢pala Bagian ¢

. | an Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinast,
integrasi dan sinkronisa

\ si secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan
Sekretarial Dagral m

aupun Instansi lain sesuai dengan twaas masing-masing.

Pasal 69

q 1 ' - s . ) i : i1
SEliap: pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretarial Daerah wajib
Mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan ager

mengambil langkah-langkah yang diperiukan sesual dengan kelentuan yang
berlaku.

Pasal 70

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah
bertanggung jawab memimpin dan menakoordinasikan bawahannya masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas

bawahannya.

Pasal 71

Seliap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan

bertanggung jewab kepada atasan masing-masing dalam menyiapkan laporan

berkala tepat waktu.

Pasal ....ccocereonmssnsarnees

Scanned by CamScanner



Mz olen pimginan satuan organisasi dari bawahannys,

C-( =
“Mbericzn petunjuk kepada bawahannyz.

W
v

Paszl 72

. p ~ \oth
| S£6202i bahan untuk penyusunan laporen 1E0I

Pasal 74
20 pimpinan sgtuzn orgznisasi dibaniu oleh saan

izlam ranga pemberian bimbingan kepada bawahan

BABY

KETENTUAN PERALIBAN

Paszl 75

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76

diziwr dzlam Qanun ini, sepanjang mengenal ketentuan
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Pasal 77
Qanun inj '
NIt mulai berlaky Pada tanggal diundangkan.

Agar setia
P orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun

ini denga
Jan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen

pada tanggal 10 September 2005 M
7 Sya'ban 1426 H

BUPAZQ

DRS. MUSTAG

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 12 September 2005 M
9 Sya’ban 1426 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
N

DRS. HASAN BASRI DJALIL, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2005 NOMOR 39 SERI D NOMOR 14
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PENJELASAN
ATAS

QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 28 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

| PENJELASAN UMUM:

{. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka kepada Daerah Kabupaten/Kota diberikan
Kewenangan untuk menetapkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan

kemampuan keuangan Daerah.

2 Bahwa untuk adanya dasar hukum dalam penyelenggaraan roda pemerintahan pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen sehingga dapat berdaya guna berhasil guna, perlu
dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen

yang di tetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen.

Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
-Pasal 3

Cukup jelas
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Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
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Pasal 69

Cukup jelas
Pasal 70

Cukup jelas
Pasal 71

Cukup jelas
Pasal 72

Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
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